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RANCANGAN PENJELASAN ATAS UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN TENTANG PERADILAN

TATA USAHA NEGARA

I. UMUM

1. Negara Republik Indonesia seba-
~gai negara hukum yang ber-
dasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 bertujuan un-
tuk memajukan Kkesejahteraan
umum. Dalam usaha Pemerintah
untuk menata kehiZvrnan
masyarakat untuk mencapai tu-
juan tersebut, Pemerintah selalu
ikut campur dalam kehidupan ma-
syarakat.
Dalam pada itu Pemerintah wajib
menjunjung tinggi hak dan kewa-
jiban asasi daripada warga nega-
ranya. Sesuai dengan yang terkan-
dung dalam falsafah negara yaitu
Pancasila, maka hak dan kewajib-
an asasi warganegara wajib dile-
takkan dalam keselarasan dan ke-
seimbangan antara kepentingan
perorangan dengan Kepentingan
umum/masyarakat. Campur
tangan Pemerintah dalam kehi-
dupan masyarakat untuk mewu-
judkan cita-cita bangsa dan nega-
ra yaitu masyarakat adil dan mak-
mur, dapat menimbulkan suatu
sengketa antara Pemerintah de-
ngan masyarakat, yang perfu men-
dapatkan penyelesaian. Penyele-

saian sengketa tersebut dari segi
hukum dilakukan oleh suatu Per-
adilan Tata Usaha Negara yang
merupakan pelaksanaan keten-
tuan Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ke-
tentuan Pokok Kekuasaan Keha-
kiman. Dengan demikian Peradil-
an Tata Usaha Negara merupakan
peradilan yang berwenang meng-
adili sengketa dalam bidang tata
usaha negara. Sesuai dengan
maksudnya, maka sengketa itu
haruslah merupakan sengketa
yang timbul dalam bidang tata
usaha negara antara orang/badan
hukum privat dengan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara
sebagai akibat dikeluarkannya
suatu keputusan.

. Kekuasaan Kehakiman di ling-

kungan Peradilan Tata Usaha
Negara dalam Undang-undang ini
dilaksanakan oleh Pengadilan ;ta-
ta Usaha Negara dan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara yang
berpuncak pada Mahkamah
Agung sesuai dengan prinsip-
prinsip yang ditentukan oleh Un-
dang-undang Nomor 14 Tahun
1970. Dalam Undang-undang ini

diatur susunan, kekuasaan, acara
dan kedudukan Hakim serta tata
‘kerja administrasi pada Pengadil-
an Tata Usaha Negara dan Peng-
adilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Pengadilan Tata Usaha Negara
merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama untuk memeriksa, me-
mutus, dan menyelesaikan seng-
keta tata usaha negara bagi rakyat
pencari keadilan. Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara pada
dasarnya merupakan Pengadilan
Tingkat Banding terhadap
sengketa-sengketa yang diputus
oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara, kecuali :

" a. Merupakan Pengadilan Ting-
kat Pertama dan terakhir
mengenai sengketa kewenang-
an mengadili antar Pengadilan
Tata Usaha Negara di daerah
hukumnya.

b. Merupakan Pengadilan Ting-
kat Pertama terhadap sengke-
ta-sengketa. yang telah meng-
gunakan upaya administratif
yang tersedia.

Mahkamah Agung sebagai
Pengailan Tata Usaha Negara Ter-
tinggi dan Pengadilan Kasasi
diatur dengan Undang-undang
tersendiri.

3., Mengingat luas lingkup tugas dan

berat beban pekerjaan yang harus
dilaksanakan oleh Pengadilan,
maka perlu adanya perhatian yang
besar terhadap tata cara dan pe-
laksanaan pengelolaan adminis-

57

trasi Pengadilan. Hal ini sangat
penting, karena bukan saja me-
nyangkut aspek ketertiban dalam
penyelenggaraan administrasi baik
di bidang perkara maupun di bi-
dang kepegawaian, gaji, kepang-
katan, peralatan dan keuangan
kantor dan lain-lainnya,
melainkan juga akan mempe-
ngaruhi kelancaran penyelengga-
raan peradilan itu sendiri.

Oleh karenanya, penyelenggaraan
administrasi Pengadilan dalam
Undang-undang ini dibedakan
menurut jenisnya dan dipisahkan
penanganannya, walaupun dalam
rangka koordinasi pertanggung-
jawaban tetap dibebankan kepada
seorang pejabat, yaitu Panitera
yang merangkap sebagai Sekreta-
ris. Selaku Panitera, ia menangani
administrasi perkara dan hal-hal
administrasi lain yang bersifat tek-
nis peradilan (yustisial).

Dalam pelaksanaan tugas ini Pani-
tera dibantu oleh seorang Wakil
Panitera dan beberapa orang Pa-
nitera Muda.

Selaku Sekretaris, ia menangani

. administrasi umum seperti admi-

nistrasi kepegawaian dan lain se-
bagainya, sedang dalam pelaksa-
naan tugasnya ia dibantu oleh
seorang Wakil Sekretaris.

Dengan demikian staf kepanitera-
an dapat lebih memusatkan perha-
tian terhadap tugas dan fungsinya
membantu Hakim dalam bidang
-peradilan, sedangkan tugas ad-
ministrasi lainnya dapat



dilaksanakan oleh sfat Sekre-
tariat.

Hakim diangkat dan diberhenti-
kan oleh Presiden selaku Kepala
Negara atas usul Menteri Keha-
kiman berdasarkan persetujuan
Ketua Mahkamah Agung. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 24 dan
Pasal 25 Undang-Undang Dasar
1945 beserta penjelasannya, serta
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970, Kekuasaan Kehakiman ada-
lah kekuasaan negara yang merde-
ka untuk menyelenggarakan per-
adilan guna menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan Panca-
sila, dan demi terselenggaranya
negara hukum Repubu. In-
donesia.

Agar Pengadilan bebas dalam
memberikan putusannya, perlu
ada jaminan bahwa baik Peng-
adilan maupun Hakim dalam me-
laksanakan tugas terlepas dari
pengaruh Pemerintah dan
pengaruh lainnya.

Dalam setiap pengangkatan, pem-
berhentian, mutasi, kenaikan
pangkat atau tindakan/hukuman
administratif terhadap Hakim
Peradilan Tata Usaha Negara
perlu adanya kerjasama, kon-
sultasi, dan koordinasi antara
Mahkamah Agung dengan Peme-
rintah,

Di samping itu perlu adanya peng-
aturan tersendiri mengenai tun-
jangan dan. ketentuan lain bagi
para pejabat peradilan khususnya

para Hakim; demikian pula pang.
kat dan gaji diatur tersendiri ber.

_dasarkan peraturan yang berlaky,

sehingga para pejabat peradilan
tidak mudah dipengaruhi baik
moril maupun materiil.

Untuk lebih meneguhkan kehor-
matan dan kewibawaan Hakim
serta Pengadilan, maka perlu juga
dijaga mutu (keahlian) para Ha-
kim, dengan diadakannya syarat-
syarat tertentu untuk menjadi
Hakim yang diatur dalam undang-
undang ini, dan diperlukan pembi-
naan sebaik-baiknya dengan tidak
mengurangi kebebasan Hakim

dalam memeriksa dan memutus.

perkara.

Selain itu diadakan juga larangan
bagi para Hakim merangkap
jabatan penasihat hukum,
pelaksana putusan pengadilan,
wali, pengampu, pengusaha, dan
setiap pejabat yang bersangkutan
dengan suatu perkara yang
diperiksa olehnya.

Selanjutnya diadakan pula larang-
an rangkapan jabatan bagi
Panitera. Agar peradilan dapat
berjalan dengan. efektif, maka
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ne-
gara diberi tugas pengawasan ter-
hadap Pengadilan Tata Usaha Ne-
gara di daerah hukumnya. Hal ini
akan meningkatkan koordinasi
antara Pengadilan Tata Usaha Ne-
gara di daerah hukum suatu Peng-
adilan Tinggi Tata Usaha Negara
yang bermanfaat bagi rakyat pen-

cari keadilan, karena Pengadilan
Tata Usaha Negara dalam mela-
kukan pengawasan tersebut dapat
memberikan petunjuk, tegoran,
dan peringatan. Selain itu peker-
jaan dan kewajiban Hakim secara
langsung dapat diawasi sehingga
jalannya peradilan yang
sederhana, cepat, tepat, adil dan
dengan biaya ringan akan lebih
terjamin.

Petunjuk-petunjuk yang menim-
bulkan persangkaan keras, bahwa
seorang Hakim telah melakukan

perbuatan tercela dipandang dari

sudut kesopanan dan kesusilaan,
atau telah melakukan kejahatan,
atau kelalaian yang berulang kali
dalam pekerjaannya, dapat meng-
akibatkan bahwa ia diberhentikan
tidak dengan hormat oleh
Presiden selaku Kepala Negara,
setelah ia diberi kesempatan mem-
bela diri. Hal ini.dicantumkan
dengan tegas dalam Undang-
undang ini, mengingat luhur dan
mulianya tugas Hakim; sedarigkan
apabila ia melakukan perbuatan
tercela dalam kedudukannya
sebagai pegawai negeri, baginya
" tetap berlaku ancaman yang dite-
-tapkan dalam Peraturan Pemerin-
tah No. 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri. -

5.,Dalam Undang-undang ini juga

diatur mengenai hukum acara
yang digunakan dalam- proses
Peradilan Tata Usaha Negara,
yang meliputi acara pemeriksaan
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tingkat pertama dan acara
pemeriksaan tingkat banding.
Hukum acara yang digunakan
pada Peradilan Tata - Usaha
Negara pada dasarnya adalah
sama dengan hukum acara yang
digunakan pada Peradilan Umum
untuk perkara perdata, dengan
beberapa perbedaan antara lain :

a. Pada Peradilan Tata Usaha
Negara Hakiin berperan lebih
aktif dalam proses persidang-
an dan dalam penentuan be
ban pembuktian serta
penilaian hasil pembuktian
berdasarkan keyakinannya.
Hal ini untuk mengimbangi
kedudukan yang - tidak seim-
bang dari pihak-pihak yang
bersengketa, yaitu tergugat
yang merupakan Badar atau
Pejabat Tata Usaha Negara
dan Penggugat sebagai warga
negara biasa.

b. Suatu gugatan tata wusaha
negara pada dasarnya tidak
bersifat menunda pelaksanaan
keputusan yang disengketa-
kan,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pengertian Tata Usaha Negara da-
lam Undang-undang ini adalah
sama (sinonim) dengan pengertian
administrasi negara.
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Pasal 2

Pasal ini mengatur- tentang pem-
batasan terhadap pengertian
keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang termasuk
dalam ruang lingkup kompetensi
mengadili dari Peradilan Tata
Usaha Negara.

Pembatasan ini diadakan oleh
karena ada beberapa jenis
keputusan yang karena sifatnya
atau maksudnya memang tidak
dapat digolongkan pada pengertian
keputusan menurut Undang-
undang ini. Untuk jelasnya perlu
diberikan beberapa contoh
keputusan-keputusan tersebut,
misalnya antara lain adalah svongai
berikut :

a. Keputusan yang menyangkut

" masalah juak-beli yang dilaku-
kan antara instansi Pemerintah
dengan perseorangan yang di
dasarkan pada ketentuan-
ketentuan Hukum Perdata.

b. Keputusan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah me-
ngenai penggusuran atau
pelebaran jalan.

c. Keputusan-keputusan yang
belum bersifat final.

d. Keputusan tentang pembayar-
an ganti rugi dalam masalah
pra peradilan.

e. Keputusan yang menyangkut
tindakan disipliner terhadap
seorang pejabat yang dikeluar-
kan oleh Menteri setelah

memperoleh pertimbangan dari
Mahkamah Agung atau badan
Peradilan lainnya berdasarkan
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

f. 'Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Dengan memperhatikan kemam-
puan keuangan negara, penye
diaan tenaga hakim dan sarana
serta prasarana bagi Badan Per-
adilan Tata Usaha Negara pada
umumnya, dalam undang-
undang ini ditetapkan bahwa
Pengadilan Tata Usaha Negara
berada di Ibukota Propinsi Dae-
rah Tingkat 1 yang daerahnya
hukumnya meliputi wilayah Pro-
pinsi yang bersangkutan.

Bila perkembangan keadaan dan
kemampuan telah lebih
memungkinkan maka perubahan
terhadap ketentuan di atas dapat
dilaksanakan di kemudian hari
yang dilakukan secara bertahap,
sehingga keberadaan Pengadilan
Tata Usaha Negara dapat terse-
lenggara di setiap Kabupaten.

Ayat 2

Dengan memperhatikan bebera-
pa faktor sebagaimana dinyata-
kan dalam penjelasan ayat (1,
maka Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara dalam undang-
undang ini ditetapkan berada di
Ibukota Propinsi tertentu yang
daerah hukumnya meliputi bebe-
rapa wilayah Propinsi. Bila per-
kembangan keadaan dan ke
mampuan telah lebih memung-
kinkan, maka perubahan terha-
dap ketentuan di atas dapat di-
laksanakan di kemudian hari
yang telah dilakukan secara ber-
tahap sehingga keberadaan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara dapat terselenggara di se-
tiap Ibukota Propinsi.

Pasal 7
" Cukup Jelas.

Pasal 8
_ Dalam hal-hal tertentu Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara dapat
merupakan Pengadilan tingkat per-
tama. !

Pasal 9

Usul pembentukan Pengadilan Ta-
ta Usaha Negara diajukan oleh
Menteri Kehakiman berdasarkan
pérsetujuan Ketua Mahkamah
Agung. '

Pasal 10

Cukup Jelas.
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Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Hakim adalah pegawai negeri se-
hingga baginya berlaku Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepega-
waian. Oleh karena itu Menteri
Kehakiman wajib -melakukan
pembinaan dan pengawasan ter-
hadap Hakim dalam rangka
mencapai daya guna dan hasil
guna sebagaimana lazimnya bagi
Pegawai Negeri.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pada waktu pengambilan sum-
pah/janji diucapkan kata-kata
tertentu sesuai dengan Agama
masing-masing, misalnya untuk



penganut Agama Islam ”Demi
Allah” sebelum lafal sumpah
dan untuk Agama
Kristen/Katolik kata-kata
"Kiranya Tuhan akan menolong
saya” sesudah lafal sumpah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Pemberhentian dengna hormat
Hakim Pengadilan atas permin-
taan sendiri mencakup pengerti-
an pengunduran diri dengan
alasan Hakim yang bersangkut-
an tidak berhasil menegakkan
hukum dalam lingkungan rumah
tangganya sendiri. Pada
hakekatnya situasi kondisi, sua-
sana, dan keteraturan hidup di
rumah tangga setiap Hakim
Pengadilan merupakan salah
satu faktor yang penting
peranannya dalam usaha mem-
bantu meningkatkan citra dan
wibawa seorang Hakim itu sen-
diri.

Yang dimaksud dengan -"sakit
jasmani atau rohani terus mene-

rus” ialah yang menyebabkan g;
penderita ternyata tidak mampy
lagi melakukan tugas kewajibap.
nya dengan baik.

Yang dimaksud dengan “tidak
cakap” ialah misalnya yang ber.
sangkutan banyak melakukan
kesalahan besar dalam men.
jalankan tugasnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat(l)

Yang dimaksud dengan "dipi
dana” ijalah dipidana dengan
pidana penjara sekurangnya-
kurangnya 3 (tiga) bulan.

Yang dimaksud dengan ”mela-

kukan perbuatan tercela” ialah .

apabila Hakim yang bersang-
kutan karena sikap, perbuatan,
dan tindakannya baik di dalam
maupun di luar Pengadilan
merendahkan martabat Hakim.

Yang dimaksud dengan "tugas
pekerjaan” ialah semua tugas
yang dibebankan kepada yang
bersangkutan.

Ayat 2

Dalam hal pemberhentian tidak
dengan hormat dengan alasan
dipidana karena melakukan tin-
dak pidana kejahatan, yang ber-
sangkutan tidak diberi kesem-
patan untuk membela diri,
kecuali apabila pidana penjara

yang dijatuhkan kepada_nya' itu
kurang dari 3 (tiga) bulan.

 Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Seorang Hakim tidak boleh diber-
hentikan dari kedudukannya seba-
gai Pegawai Negeri sebelum diber-
hentikan dari jabatannya sebagai
Hakim.

Sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang
kepegawaian, Hakim bukan jabat-
an dalam bidang eksekutif. Oleh
sebab itu pemberhentiannya harus
tidak sama dengan Pegawai Negeri
lainnya.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas.
;1 yat (2)

. Pangkat dan _gaji Hakim diatur
tersendiri berdasarkan
peraturan yang berlaku.
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Yang dimaksud dengan keten-
tuan lain adalah hal-hal yang
antara lain menyangkut kese-
jahteraan seperti rumah dinas
dan kendaraan dinas.

Pasal 26 "

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan sarjana
muda hukum termasuk mereka
yang telah mencapai tingkat pen-
didikan hukum sederajat dengan
sarjana muda, dan dianggap cakap
untuk jabatan itu.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
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Pasal 35

Cukup jelas,
Pasal 3¢

| {(Vetiptuah ini berlaku juga bagi
) q akil Panitera, Panitera Muda
] an Panitera Pengganti. -

Pasal 37

I::Z:teri Kehakimgn mengangkat
Waki] memperhentlkap Panitera,
dan P Pgmtera, Panitera Muda,

anitera Pengganti atas atau

tanpa usy] Ketua Pengadilan yang
bersangkytan.

Pasal 38
Cukup jelas,

Pasal 39

J?::S? c\;faktu pengambilan sumpah/
sesfxla' lucapkan kata-kata tertentu
masi 1 depgan Agama masing-
Aga ng, misalnya untuk penganut
lumllna Islam "Demi Allah” sebe-
ma Kafal sumpah, dan untuk Aga-
ra risten/Katolik kata-kata "Ki-

Nya Tuhan akan menolong saya”
sesudah lafal sumpah.

Pasal 4¢
Cukup jela,
Pasal 47
( Cukup je]as.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan sarjana

muda termasuk mereka yang telay
mencapai tingkat pendidikan hy.
kum atau administrasi sederaja;
dengan sarjana muda dan dianggap
cakap untuk jabatan itu.

Pasal 43

Y ang dimaksud sarjana hukum ter.

masuk sarjana lainnya di bidang
administrasi dan dianggap cakap
untuk jabatan itu.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

" Pasal 46

Pada waktu pengambilan sumpah/
janji diucapkan kata-kata tertentu

sesuai dengan Agama masing-ma- -

sing, misalnya untuk penganut
Agama Islam "Demi Allah” sebe-
lum lafal sumpah, dan untuk Aga-
ma Kristen/Katolik kata-kata "Ki-
ranya Tuhan akan menolong saya”
sesudah lafal sumpah.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Pengertian "upaya administra-
tif” adalah prosedur yang lazim
disebut sebagai “administatief
beroep”, vang oleh atau berdasar

undang-undang secara tegas di-
berikan kesempatan apabila
seseorang merasa tidak puas-atas
suatu keputusan yang telah
dikeluarkan oleh Badan atau Pe-
jabat Tata Usaha Negara. Mi
salnya tentang masalah
penolakan suatu permohonan
izii Perusahaan atas dasar
ketentuan dalam -Undang-un-
dang Gangguan (Hinder Ordon-
nantie, Stbld. 1926 No. 226},
yang bilamana tidak memuaskan
pihak yang bersangkutan, menu-
rut pasal 10 ayat (2) Undang
undang Gangguan tersebut,
dapat mengajukan banding pada
instansi atasan dari Pejabat yang
menolak izin tersebut.

Ayat (2)

Apabila seluruh prosedur dan
kesempatan ”administratief
beroep” tersebut telah ditempuh,
dan pihak yang bersangkutan
masih tetap belum merasa puas,
maka barulah persoalan peno-
lakan izin tersebut dapat digugat
dan diajukan kepada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara dan
Mahkamah Agung pada tingkat
kasasi.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan kepenting-
an umum adalah kepentingan
bangsa dan negara dan/atau ke-
pentingan masyarakat bersama,
dan atau kepentingan pem-
bangunan.
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Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Seksama dan sewajarnya di sini
dimaksudkan bahwa penyeleng-
garaan Peradilan harus
dilakukan sesuai ketentuan Un-
dang-undang Nomor 14 Tahun
1970 yaitu dilakukan dengan ce-
pat, sederhana, dan biaya
ringan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud d_cxigan tempat
kedudukan tergugat adalah tem-
_pat kedudukan secara nyata dan
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atau tempat kedudukan menurut
hukum. : )

Dalam hal tergugat lebih dari
satu Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang
berkedudukan tidak dalam satu
daerah hukum . Pengadilan,
gugatan dapat diajukan kepada
Pengadilan tempat tinggal peng-

gugat atauataspermintaan peng-

gugat kepada salah satu
Pengadilan tempat kedudukan
tergugat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

‘Bagi suatu sengketa tata usaha ne-
ra dipandang periu sekali menen-
tukan suatu tenggang waktu bagi
seseorang yang ingin mengajukan
gugatan. Hal ini adalah penting
bagi Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara demi kelancaran
tugasnya sebagai penyelenggara
pelayanan umum (public service).

Dengan diberikannya suatu batas
waktu itu, berarti menjamin
adanya kepastian hukum dan
Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara tidak setiap waktu masih
selalu akan dapat digugat atas tin-
dakannya. Tenggang waktu ini
 relatif pendek, oleh karena Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara
berkepentingan agar tindakan dan

tugas-tugasnya dapat segera
dilaksanakan sehingga jalannya
roda pemerintahan tidak terlaly
lama dihambat. ‘

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)

Surat kuasa dalam ayat ini
dibuat sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku di negara di
mana surat ‘kuasa tersebut
dibuat.

Ayar (2)
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat(l)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pembayaran biaya perkara
hanya bagi mereka yang mampu
saja, sedangkan bagi mereka
yang tidak mampu diatur dalam
pasal 60, dan 61.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat(4)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan
kekhususan di dalam suatu pro-
ses pemeriksaan sengketa tata
usaha negara. Kepada Hakim
diberikan kemungkinan untuk
mengadakan suatu pemeriksaan
persiapan sebelum memeriksa
pokok sengketa.

Dalam kesempatan ini Hakim
dapat meminta penjelasan
kepada Pejabat Tata Usaha

" Negara yang bersangkutan, demi
lengkapnya data yang
diperlukan untuk gugatan itu.
Wewenang Hakim ini untuk
mengimbangi dan mengatasi
kesulitan seseorang pribadi
sebagai penggugat dalam menda-

* patkan informasi atau data yang
diperlukan dari Badan atau Pe-
jabat Tata Usaha Negara, meng-
ingat kedudukan yang tidak
sama dengan Badan atau Pe-
jabat Tata Usaha Negara.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)

Berbeda halnya dengan prosedur
suatu perkara perdata biasa,
dengan adanya gugatan sengketa
tata usaha negara, pada prinsip-
nya tidak mengakibatkan tertun-
danya pelaksanaan daripada
Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang digu-
gat. Dalam hal ini berlakulah
asas bahwa selama belum ada
pembuktian yang sebaliknya,
setiap keputusan Badan atau Pe-
jabat Tata Usaha Negara harus
selalu dianggap benar dan kare-
nanya harus selalu dapat dilak-
sanakan. Hal ini perlu untuk
menjamin lancarnya tugas peme-
rintah sehari-hari dan kepastian
hukum. Sekalipun demikian
dalam hal tertentu yang dipan-
dang cukup alasannya serta ke-
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pentingan umum tidak dirugi-
kan, penggugat dapat mengaju-
kan permohonan penundaan pe-
laksanaan tersebut, yang untuk
itu pertimbangan sepenuhnya
ada pada kebijaksanaan Hakim
yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

perkenankan dalam arti menam.
bah alasan (posita) yang menjadi
dasar gugatan dan sebelum sam.
pai tingkat replik. Penggugat ti.
dak boleh menambah tuntutan.
nya (petitum) yang akan merugi-
kan tergugat di dalam pembela.
an. Jadi yang diperkenankan
adalah perubahan yang bersifat

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

'Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75
~ Ayat (1)

Perubahan gugatan hanya di-

mengurangi petitum yang

semula.
Ayat (2)

Cuku jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77
Ayat ()

Meskipun tidak ada eksepsi ten-
tang kewenangan absolut Peng-
adilan, Hakim karena jabatan
harus menyatakan dirinya tidak
berwenang untuk mengadili
sengketa tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
_ Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud "pejabat peng-

—— \

adilan” ialah para pejabat
hierarchis yang lebih tinggi dari-
pada hakim yang bersangkutan
misainya Ketua Pengadilan Tata
" Usaha Negara, apabila sengketa
tersebut diperiksa oleh Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara,
sedangkan apabila yang
memeriksa sengketa tersebut
adalah Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara adalah Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
INegara. '

Pasal 80

Ketentuan ini menunjukkan bahwa
peranan Hakim di dalam proses
pemeriksaan suatu sengketa tata
usaha negara adalah aktif dan
menentukan serta memimpin jalan-
nya persidangan agar pemeriksaan
tidak berlarut-larut. Oleh karena
itu cepat atau lambatnya
penyelesaian sengketa tidak
semata-mata terserah pada kehen-
dak para pihak itu sendiri,
melainkan Hakim harus selalu
mengingat pada kepentingan
umum yang tidak boleh terlalu
lama dihambat dengan adanya
sengketa itu.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat(l) -
Pasal ini mengatur tentang ada-
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nya kemungkinan bagi seorang
yang berada di luar sengketa un-
tuk diikutsertakan di dalam pro-
ses pemeriksaan karena ada ke-
pentingannya yang tersangkut
dalam sengketa itu. Ikut cam-
purnya orang luar tersebut dapat
berupa :

— pihak sela;

— penyertaan.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

'Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)

Saksi yang sudah diperiksa harus
tetap di dalam ruang sidang,
kecuali jika hakim menganggap
perlu mendengar saksi yang lain
di luar hadirnya saksi yang telah
didengar, misalnya apabila saksi
yang akan diperiksa itu. takut
memberikan keterangan di
hadapan saksi yang lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)

Jika ada alasan kuat dan dapat
dibenarkan oleh Hakim Peng-

. adilan, yang bersengketa dapat
minta izin agar sumpah itu dapat
diucapkan menurut kebiasaan
setempat di tempat ibadah sesuai
dengan agama atau kepercayaan
dari yang harus mengucapkan
sumpah.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94‘
Cukup jelas
Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Ayat (1)

Termasuk keterangan ahli adalah
keterangan yang diberikan oleh
juru taksir.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelés.

Pasal 110

Cukup jelas,

Pasal 111

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Panitera hanya boleh memberikan
salinan putusan apabila putusan
tersebut telah mempunyai hukum
tetap. Apabila diperlukan salinan
bagi putusan yang belum mem-
punyai kekuatan hukum tetap,
pada saliman tersebut harus
dibubuhi keterangan " belum mem-
punyai kekuatan hukum tetap”.
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Usaha Negara yang baru. Tetapi
demi kepastian hukum bagi pencari
keadilan ditentukan bahwa apabila
putusan pengadilan telah mem-
punyai kekuatan hukum tetap dan
telah lewat jangka waktu 4 (empat)
bulan Badan Tata Usaha Negara
tidak melaksanakan kewajibannya,
maka keputusan Tata Usaha
Negara tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum lagi.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117
- Cukup jelas.
Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Pasal 103

Cukup jelas.
Pasal 104

Cukup jelas.
Pasal 105

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ” 14 (em-
pat belas) hari” dalam ayat ini
adalah 14 (empat belas) hari
menurut perhitungan tanggal -
kalender.

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas,

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 115

Maksud ketentuan pasal ini adalah
untuk menuju tertib administrasi,
sehingga Badan Tata Usaha
Negara dalam melaksanakan kewa-
jibannya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 97 ayat (9), harus men-
cabut keputusan Tata Usaha
Negara yang bersangkutan dan
atau menerbitkan keputusan Tata

Ayat (2}
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.

| |
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Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130°

Pasal 135

Cukup jelas.
Pasal 136

Ayar (1)

Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.
Ayai (2}

Yang dimaksud dengan larangan
membawa keluar meliputi segala
bentuk dan cara apa pun juga
yang memindahkan isi dari daf-
tar catatan, risalah, berita acara
serta berkas perkara keluar dari
ruang kerja kepaniteraan, ter-
masuk juga ruang kerja Wakil
Panitera, Panitera Muda dan
Panitera Pengganti.

Ayat (3)

Ketua Pengadilan berdasarkan
kepentingan umum dapat menen-
tukan perkara yang diterimanya
sebagai perkara yang harus segera

Cukup jelas.
Pasal 138

diadili.
Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARNA NEGA-

RA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Panitera hanya boleh memberikan
salinan putusan apabila putusan
tersebut telah mempunyai hukum
tetap. Apabila diperlukan salinan

- bagi putusan yang belum mem-

punyai kekuatan hukum tetap,
pada saliman tersebut harus
dibubuhi keterangan ” belum mem-
punyai kekuatan hukum tetap”.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Maksud ketentuan pasal ini adalah
untuk menuju tertib administrasi,
sehingga Badan Tata Usaha
Negara dalam melaksanakan kewa-
jibannya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 97 ayat (9), harus men-

cabut keputusan Tata Usaha.

Negara yang - bersangkutan dan
atau menerbitkan keputusan Tata
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Usaha Negara yang baru. Tetapi
demi kepastian hukum bagi pencari
keadilan ditentukan bahwa apabila
putusan pengadilan telah mem-
punyai kekuatan hukum tetap dan
telah lewat jangka waktu 4 (empat)
bulan Badan Tata Usaha Negara
tidak melaksanakan kewajibannya,
maka keputusan Tata Usaha
Negara tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum lagi.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " 14 (em-
pat belas) hari” dalam ayat ini
adalah 14 (empat belas) hari
menurut perhitungan tanggal
kalender.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

.
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] Pasal 123 Pasal 135
- Cukup jelas. Cukup jelas.
| Pasal 124 Pasal 136
Cukup jelas. Ayat (1)
1 - Pasal 125 Cukup jelas.
: Cukup jelas. Pasal 137
Pasal 126 Cukup jelas.
Cukup jelas. Ayat (2)
Pasal 127 Yang dimaksud dengan larangan
Cukup jelas membawa keluar meliputi segala
) bentuk dan cara apa pun juga
Pasal 128 yvang memindahkan isi dari daf-
tar catatan, risalah, berita acara
Cukup jelas. serta berkas perkara keluar dari
ruang kerja kepaniteraan, ter-
Pasal 129 masuk juga ruang kerja Wakil
Cukup jelas. : Panitera, Panitera Muda dan
Pasal 130 Panitera Pengganti.
Ayat (3
Ketua Pengadilan berdasarkan ré ()_
kepentingan umum dapat menen- Cukup jelas. '
tukan perkara yang diterimanya Pasal 138
sebagai perkara yang harus segera .
diadigli. P Cukup jelas,
Pasal 131 Pasal 139

. Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pasal 140
Pasal 132 ‘Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 141
Pasal 133 Cukup jelas.
Cukup jelas. :
TAMBAHAN LEMBARNA NEGA-
Pasal 134

RA REPUBLIK INDONESIA
Cukup jelas. NOMOR




